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KATA PENGANTAR 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan 

ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tujuan dan sasaran strategis yang 

ditetapkan, pencapaian kinerja, hingga permasalahan yang dihadapi dalam 

rangka meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pengadaan yang 

efisien, akuntabel, dan transparan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat 

tercapai pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang telah 

diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dan 

akuntabilitas kinerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi 

dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

 

 

Padang,    Januari 2026 
KEPALA BIRO 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 
 
 
 
 

CERRY M. ST. MM 
NIP. 19761016 200812 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan 

pencapaian kinerja selama tahun 2025. Laporan ini merangkum hasil dari tiga 

sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan tata kelola 

pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, 

serta meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, yang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro 

ini mengalami beberapa tantangan, seperti kualitas SDM yang belum optimal, 

pengelolaan pengadaan yang belum sepenuhnya efisien, dan pemanfaatan 

sistem pengadaan secara elektronik yang perlu ditingkatkan. 

Namun, pencapaian kinerja yang diperoleh sepanjang tahun 2025 

menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator kinerja 

sebesar 113,15%. Secara khusus, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 

mencapai nilai 94,15, melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, nilai 

akuntabilitas kinerja organisasi juga mencapai 101,21%, dan tingkat kepuasan 

terhadap pelayanan organisasi tercatat sebesar 103,75%. 

Laporan ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi 

dalam mencapai target, termasuk perubahan regulasi yang cepat dan 

kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan pengadaan. Upaya perbaikan telah 

dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan peran Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta peningkatan pemanfaatan e-

purchasing. 

Sebagai langkah strategis ke depan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

akan fokus pada peningkatan penggunaan e-purchasing dan peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta terus memperkuat akuntabilitas 

dan transparansi dalam setiap proses pengadaan. Dengan demikian, Biro ini 

berharap dapat terus mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi 
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Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

akuntabel, dan berkualitas. 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk 

perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang, serta sebagai alat 

evaluasi bagi seluruh pihak terkait dalam mencapai tujuan yang lebih baik di 

sektor pengadaan barang dan jasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 GAMBARAN ORGANISASI  

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Kab/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, Peraturan Gubernur  Sumatera Barat No 49 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur  Sumatera Barat No 

33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi, maka ditetapkanlah  Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sembilan 

Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf 

Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur  Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Paragraf 2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 

26 , Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa;  

3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa;  

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan susunan organisasi sebagai 

berikut : 

a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

i) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah,pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan 

Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan 

dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.  

ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki fungsi sebagai berikut 
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1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan 

Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi 

Pengadaan Barang dan Jasa; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

i) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronikmempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakand aerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerahdi 

bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan 

Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.  

ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi 

dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, 

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan 

Barang dan Jasa; 
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3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan 

Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 

Jasa;  

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, 

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan 

Barang dan Jasa; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

i) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang 

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, 

Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang 

dan Jasa.  

ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan 

Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, 

Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; 

2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, 

Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, 
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Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang 

dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan 

Barang dan Jasa; dan  

5. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. 

1.1.3 Struktur Oganisasi 

 Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 

BAGAN 1 
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

1.1.4 Sumber daya Manusia  

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai organisasi perangkat 

daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah pegawai 

sebanyak 60 (enam puluh) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) 

keadaan, yaitu : 

1) Keadaan pegawai menurut Jenjang Pendidikan :  

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 

mulai dari jenjang Pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut : 

 

 

  
 

  
 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

CERRY M. ST. MM 
NIP. 19761016 200812 1 001 

  
Kabag Pengelolaan PBJ 

ANDRIZKY, ST. MT 
NIP. 19841029 201001 1 023 

  
Jabatan Fungsional Pengelola  
Pengadaan Barang dan Jasa 

  
Kabag Pengelolaan LPSE 

ANDRE SETIAWAN, S. STP. M. PA 
NIP. 19810920 199912 1 001 

  Pelaksana 

  
Plt. Kabag Pembinaan dan Advokasi PBJ 

Devi Triyanti Mukarto, SE 
NIP. 19880413 201001 2 011 

  
SubBag Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ 

Devi Triyanti Mukarto, SE 
NIP. 19880413 201001 2 011 

  Pelaksana 
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Tabel I-1 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan 

 

N
o
. 

Jenjang 
Pendidika

n 

Jumlah Persentase 
(%) 

1 S3 - - 

2 S2 14 23,33 

3 S1 38 63,33 

4 D4 - - 

5 D3 4 6,67 

6 D2 - - 

7 D1 - - 

8 SMA 4 6,67 

9 SMP - - 

1
0 

SD - - 

 Jumlah 60  

 
 

 
Diagram I-1 Keadaan pegawai menurut Jenjang Pendidikan 

 

 
2) Keadaan Pegawai menurut jenjang Jabatan 

Keadaan pegawai menurut jenjang jabatan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

38

D3, 4 orang, 6,67%

SMA, 4 orang, 6,67%

Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan
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Tabel I-2 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Jabatan 

No. Jabatan/Eselon Jumlah 
Golongan Persentase 

(%) I II III IV VII IX 

1 

Struktural: 4 - - 1 3 - -  

2)    Eselon I  - - - - - -  

3)    Eselon II 1 - - - 1 - - 1,67 

4)    Eselon III 2 - - - 2 - - 3,33 

5)    Eselon IV 1 - - 1 - - - 1,67 

2 

Fungsional PPBJ : 39 - - 25 11 - 3   

Ahli Madya 2 - -  2 -  3,33 

Ahli Muda 16 - - 11 5 -  26,67 

Ahli Pertama 21 - - 14 4 - 3 35,00 

3 
Pranata Komputer 
Terampil 

1 - - - - 1 - 1,67 

4 
Staf (Fungsional 
Umum) 

12 - 4 8 - - - 20,00 

5 Non ASN (Kontrak) 4 4 - - - - - 6,67 

Jumlah 60 4 4 33 14 1 3 100.00 

 

 

 
 

Diagram I-2 Keadaan pegawai menurut Jenjang Jabatan 

 
 

3) Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin 
Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang dalam tabel dan diagram 
berikut : 

 

5%

1,67%

3,33%

28,33%

35%

1,67%

18,33%

6,67%

Keadaan Pegawai menurut Jenjang Jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

JF PPBJ Madya

JF PPBJ Muda

JF PPBJ Pertama

Paranata Komputer terampil

Staf (Fungsional Umum)

Non ASN (Kontrak)
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Tabel I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin 

 Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

 Laki-laki 37 61,67 

 Perempuan 23 38,33 

Jumlah 60 100 

 

 
Diagram I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin 

 
4) Keadaan Pegawai Menurut Golongan 

Keadaan pegawai menurut golongan tertuang pada tabel dan diagram berikut : 
 

Tabel I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan 

. Jenis Golongan Jumlah Persentase (%) 

. Golongan I - - 

 Golongan II 4 6,67  

. Golongan III 40 66,67 

4 Golongan IV 8 13,33 

. Golongan VII (PPPK) 1 1,67 

. Golongan IX (PPPK) 3 5,00 

. Non ASN (Kontrak) 4 6,67 

Jumlah 60 100 

61,67%

38,33%

Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan
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Diagram I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan 

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

peran sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan daerah dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa;  

3. Memantau  dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

Disamping peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di atas,  

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik juga memiliki  fungsi layanan 

pengadaan dalam bentuk system provider yang bertindak sebagai 

Penyelenggara Sistem Elektronik. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat sebagai perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan LKPP 

Republik Indonesia di daerah dan pelaksanaan fungsi koordinasi dengan 

6,67%

66,67%

13,33%

1,67%

5%
6,67%

Keadaan Pegawai menurut Golongan 

GOL II

GOL III

GOL IV

GOL VII

GOL IX

Non ASN
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UKPBJ Kabupaten/Kota secara umum mendukung pencapaian visi dam misi 

LKPP Republik Indonesia. 

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) 

Perumusan isu-isu strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun didasarkan pada beberapa 

aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas 

fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat; (2) gambaran pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka 

menengah dalam Renstra LKPP Republik Indonesia;  

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam 

perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab 

sebelumnya sebagai berikut: 

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan 

di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat yaitu:  

a. Belum memadainya kualitas SDM Pengadaan terkait Pengadaan Barang 

dan Jasa; 

b. Belum optimalnya tata kelola terkait pengadaan barang dan jasa; dan 

c. Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui 

pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah. 
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Tabel I-5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 
Pembangunan Daerah 

Masalah 

Pokok 

Masalah Akar Masalah 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa belum 

berjalan 

secara 

optimal 

Belum 

memadainya 

kualitas SDM 

Pengadaan terkait 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Kualitas kompetensi SDM fungsional pengadaan 

masih belum sesuai analisis kebutuhan pegawai, 

sehingga masih memerlukan peningkatan 

kompetensi. 

ASN yang baru bergabung baik melalui perpindahan 

jabatan maupun rekrutmen CPNS belum memiliki 

pengetahuan serta keahlian dalam bidang yang 

memadai. 

Pelaku pengadaan di luar UKPBJ (PA/ KPA/ PPK/ 

PPTK) belum memiliki kapasitas dan kompetensi 

yang dibutuhkan 

Rencana pengembangan SDM melalui pelatihan 

dan Pendidikan belum memadai 

Belum pastinya pelayanan hukum terhadap pelaku 

pengadaan barang/jasa dalam menghadapi 

permasalahan hukum terkait pengadaan 

barang/jasa, sehingga menyebabkan keengganan 

personil untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

Belum optimalnya 

tata kelola terkait 

Sering terjadinya perubahan aturan terkait 

pengadaan barang/jasa 
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pengadaan 

barang dan jasa 

Belum terjadinya harmonisasi aturan pengadaan 

barang/jasa dengan aturan terkait lainnya 

Belum dilibatkannya UKPBJ dalam proses 

perencanaan dan persiapan pengadaan 

barang/jasa sehingga menjadi kendala dalam 

proses pemilihan penyedia barang/jasa 

Masih rendahnya Komitmen untuk mendukung 

pembentukan UKPBJ yang memenuhi standar 

maturitas dan pembentukan SDM PBJ sesuai 

dengan kebutuhan organisasi 

Masih belum terselenggaranya e-purchasing secara 

ideal dalam hal ini belum optimalnya penggunaan e-

katalog dan toko daring 

Belum optimalnya 

modernisasi 

pengadaan 

barang dan jasa 

melalui 

pemanfaatan 

Sistem 

Pengadaan 

Secara Elektronik 

Kualitas penyelenggaraan dukungan pengadaan 

barang/jasa masih kurang optimal karena masih 

perlu pengembangan sistem informasi yang 

komprehensif oleh LKPP 

Belum tersedianya sarana prasarana yang 

memadai untuk pengembangan sistem informasi 

pendukung pengadaan barang dan jasa 

Sistem pengadaan secara elektronik belum 

dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Perangkat 

Daerah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD 

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun 

sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan 

perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi 

kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan.  

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2021-2026, Tugas dan Fungsi Biro Pengadan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Sumatera Barat yang terkait langsung dengan Visi dan Misi 

Pembangunan Daerah adalah pada Misi 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta 

Berkualitas” sebagai pendukung pada sasaran terwujudnya kualitas tata kelola 

birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dengan tujuan yaitu meningkatnya tata 

kelola pengadaan barang dan jasa serta indikator kinerja indeks tata kelola 

pengadaan barang dan jasa minimal baik. 

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, Biro PBJ memiliki tujuan 

meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, serta berkualitas 

pada sektor pengadaan barang dan jasa dengan sasaran meningkatnya 

pencapaian tingkat kematangan UKPBJ. Dimana untuk mencapai tingkat 

kematangan UKPBJ tersebut memiliki beberapa variabel : 

1. Tingkat Kematangan UKPBJ 

2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ 

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 

 

Adapun tujuan dan sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasikan pelaksaan tugas perangkat daerah serta melaksanakan 
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik,  dan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.  

Dalam mencapai tujuan tersebut diterjemahkanlah sasaran-sasaran strategis 

sebagai berikut:  

a. Meningkatnya tata kelola Pengadaan barang dan Jasa  

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi 

c. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi 

 

Untuk melihat secara detail keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target 

tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel II-1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2021-2026 

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat awal Tahun 

2025. Adapun pencapai  target sasaran strategis dan indikator kinerja dimaksud 

adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

  

Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Kondisi 

awal 

 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 
Kondisi 

akhir 
2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya tata 

kelola pengadaan 

barang dan jasa 

Meningkatnya 

tata kelola 

pengadaan 

barang dan jasa 

Indeks Tata Kelola 

Pengadaan (ITKP) 

minimal baik 

91 93 93 97 97 97 97 

Meningkatnya 

organisasi yang 

akuntabel dan 

melayani 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja organisasi 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

B 

(66,24) 

B 

(66,25) 

B  

(69,25) 

BB 

(70,45) 

BB 

(75,30) 

A 

(92,65) 

A 

(92,65) 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

internal 

organisasi 

Tingkat Kepuasan 

terhadap Pelayanan 

Organisasi 

0 

B 

(77) 

B 

(80) 

B 

(85) 

A 

(90) 

A 

(96) 

A 

(96) 
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Tabel II-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa  

 
No 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PK 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya Tata Kelola 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Indeks Tata kelola 
Pengadaan Minimal Baik 

70 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi 

Nilai akuntabilitas kinerja 
OPD 

BB (70) 

3. Meningkatnya kualitas Pelayanan 
Internal Organisasi 

Tingkat Kepuasan 
Terhadap Pelayanan 
Internal Organisasi 
 

A (80) 

 

Tabel II-3 Tabel Perbandingan Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2025 

No 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Anggaran Awal Anggaran 

Perubahan 
Ket 

1 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Provinsi 

 
936,888,566 993,613,566 

 

1.1 
Perenanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

1,020,000 1,020,000 
 

1.1.1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

1,020,000 1,020,000 
 

1.2 
Administrasi Barang Milik 
daerah pada Perangkat Daerah 

16,500,000 16,500,000 
 

1.2.1 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

16,500,000 16,500,000 
 

1.3 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

10,000,000 10,000,000 
 

1.3.1 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

10,000,000 10,000,000 
 

1.4 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

548,440,432 647,704,532 
 

1.4.1 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

0 0 
 

1.4.2 
Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

4,411,500 5,115,000 
 

1.4.3 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

29,771,200 53,642,300 
 

1.4.4 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

6,263,000 7,588,000 
 

1.4.5 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

507,994,732 581,359,232 
 

1.5 
Pengadaan BMD Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

0 31,410,900 
 

1.5.1 Pengadaan Mebel 0 1,000,000  
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1.5.2 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

0 30,410,900 
 

1.6 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

200,008,134 200,008,134 
 

1.6.1 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

370,000 370,000 
 

1.6.2 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

199,638,134 199,638,134 
 

1.7 
Pemeliharaan BMD Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

57,960,000 86,970,000 
 

1.7.1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

45,895,000 62,340,000 

 

1.7.2 Pemeliharaan Mebel 250,000 1,000,000  

1.7.3 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

11,815,000 23,630,000 
 

2 
Program Kebijakan dan 
Pelayanan Pengadaan Barang 
dan Jasa 

292,150,000 335,425,000 
 

2.1 
Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

37,240,00 54,785,000 
 

2.1.1 
Pengelolaan Strategi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

31,140,000 48,685,000 
 

2.1.2 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

3,660,000 3,660,000 
 

2.1.3 
Pemantauan dan Evaluasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

2,440,000 2,440,000 
 

2.2 
Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 

216,660,000 216,660,000 
 

2.2.1 
Pengelolaan Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik 

214,220,000 214,220,000 
 

2.2.2 
Pengembangan Sistem 
Informasi Pengadaan Barang 
dan Jasa 

1,220,000 1,220,000 
 

2.2.3 
Pengelolaan Informasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1,220,000 1,220,000 
 

2.3 
Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

38,250,000 63,980,000 
 

2.3.1 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang 
dan Jasa 

15,870,000 10,210,000 
 

2.3.2 
Pembinaan Kelembagaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

10,210,00 44,150,000 
 

2.3.3 
Pendampingan, Konsultasi, 
dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan Jas 

12,170,000 9,620,000 
 

Total Anggaran 1,229,038,566 1,329,038,566  

 

Perbedaan antara target PK yang lebih rendah dari Target Renstra, 

dikarenakan target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan 
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Strategis, Dokumen RKT 2025 dan Pencapaian kinerja tahun sebelumnya 

dengan penjelasan sebagai berikut  

1. Perbedaan target ITKP : 

a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 

2021. Penetapan target ITKP Tahun 2023 sebesar 93 yang tertera pada 

dokumen RPJMD dan Renstra Biro PBJ, menggunakan proyeksi 

berdasarkan indikator Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan 

Minimal Baik sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ dalam Indeks Reformasi 

Birokrasi tanggal 19 April 2021 

b. Pada tanggal 1 Desember 2021 terbit Surat Edaran Kepala LKPP RI 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan 

Minimal Baik sebagai Aspek Indikator ‘Antara' dalam Indeks Reformasi 

Birokrasi, dengan indikator penilaian yang berbeda dari sebelumnya. 

c. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan pengurangan nilai target pada 

Perjanjian Kinerja (PK) 2024 sesuai perhitungan LKPP RI yang baru, dari 

target 93 menjadi 73. Namun jika nilai capaian ITKP 2024 dikonversikan 

menurut perhitungan sesuai RPJMD dan Renstra, maka capaian nilai 

sebesar 91,80 berubah menjadi 95 (melebihi target RPJMD dan 

Renstra). 

2. Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ 

tahun 2025 adalah sebesar BB (70) pada Perjanjian Kinerja (PK). Dimana 

nilai ini terjadi perubahan yang awal B(66,32) diganti menjadi BB(70) 

berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat 

Daerah tahun 2024 dengan Biro Organisasi untuk menyamakan target 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ dengan Renstra. 

3. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, 

Target Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi tahun 

2024 adalah sebesar 92 yang melebihi dengan target yang ditetapkan pada 

Renstra yaitu 85. Perubahan nilai target ini juga berdasarkan hasil 

pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 

dengan Biro Organisasi.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 
Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan 

kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang 

telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:  

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian 

kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:  

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase 

capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:  

(2𝑥𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk menginterpretasikan hasil 

pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Gambar III-1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

   

 
≤50% 

(Sangat Rendah)  
51% ≤65% 

(Rendah) 

 

66% ≤75% 

(Sedang) 

 

91% ≤100% 

(Sangat Tinggi) 

 76% ≤90% 

(Tinggi) 
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Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi 

Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut: 

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐄𝐟𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐢 = 
(𝑃𝐴 𝑥 𝐶𝐾)−𝑅𝐴

𝑃𝐴
𝑥 100% 

Keterangan: 

PA = Pagu Anggaran   

CK = Capaian Kinerja (%) 

RA = Realisasi Anggaran 

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi 

menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini: 

Nilai efisiensi  = 50% + (
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖

20
)𝑥 50 

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, 

sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. 

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 tergambar dari 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Tujuan dan 

Sasaran yang ditetapkan tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi dan 

misi Gubernur Sumatera Barat. Pencapaian indikator kinerja 3 (tiga) Sasaran 

Strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada Tabel III-1 Hasil 

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 
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Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

1 

  

Meningkatnya Tata 

Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Indeks Tata kelola 

Pengadaan 

Minimal Baik  

70 94,15 134,50% 

2 Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

BB 

 (70) 

BB 

 (70,85) 

101,21 % 

3 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Organisasi 

Tingkat Kepuasan 

terhadap 

Pelayanan 

Organisasi 

A  

(80) 

A  

(83) 

103,75 % 

 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 113,15% 

 

Berdasarkan data pada Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator 

Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas, hasil pengukuran kinerja terhadap 

3 (tiga) Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 menunjukan rata-rata persentase capaian 

indikator kinerja adalah 113,15% dengan kategori Sangat Baik, adapun 

sasaran dengan capaian tertinggi adalah 134,50% dimana realisasi dari 

sasaran ini merujuk pada nilai ITKP Tahun 2024, sedangkan sasaran dengan 

capaian terendah adalah 101,21%  

3.3 Capaian Kinerja Organisasi 

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran 

dan analisis terhadap capaian kinerja pertahun. Berikut disajikan hasil 

pengukuran kinerja per sasaran. 
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3.3.1 Sasaran Strategis 1  

  

SASARAN STRATEGIS 1 

MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN 

JASA 

INDIKATOR : MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 

 

Tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu sistem 

yang mengatur keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pengadaan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tata kelola ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa berperan sebagai pusat pembinaan dan 

pengendalian pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang 

melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 

perangkat daerah. 

 

Hal yang melatarbelakangi perlunya peningkatan tata kelola pengadaan barang 

dan jasa sebagai salah satu sasaran Perangkat Daerah. 

Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu 

sasaran Perangkat Daerah karena pengadaan memiliki peran strategis dalam 

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah serta pengelolaan 

anggaran. Tata kelola yang belum optimal berpotensi menimbulkan 

keterlambatan pelaksanaan, rendahnya kualitas hasil pengadaan, serta risiko 

administratif dan hukum. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengadaan 

diperlukan untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja 

pembangunan daerah. 
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Untuk mengetahui ketercapaian tata kelola pengadaan barang dan jasa 

digunakan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indikator ini diukur 

berdasarkan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.  

Pada tahun 2025, mengacu pada Renstra/hasil penyesuaian realisasi tahun 

2024, Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan ditargetkan sebesar 70. 

Pencapaian Sasaran meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa 

dapat dilihat pada Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

3.3.1.1 Penetapan Target Kinerja  

Perbedaan antara target PK yang lebih rendah dari Target Renstra, 

dikarenakan target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan 

Strategis, Dokumen RKT 2025 dan Pencapaian kinerja tahun sebelumnya 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021. 

Pada dokumen tersebut, termasuk dalam Renstra Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa, target Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) semula dinyatakan 

dalam bentuk persentase, dengan target Tahun 2023 sebesar 93%. 

Penetapan tersebut menggunakan proyeksi indikator berdasarkan Surat 

Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata 

Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ dalam 

Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 19 April 2021 

b. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2021 diterbitkan Surat Edaran 

Kepala LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 dengan substansi yang sama, namun 

menggunakan indikator penilaian yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. 

Perubahan tersebut mengakibatkan metode pengukuran ITKP tidak lagi 

menggunakan persentase, melainkan menggunakan skala nilai berbasis 

tabel Likert dengan kategori capaian, dimana nilai minimal Baik berada 

pada skor 70. 

c. Sehubungan dengan perubahan metode pengukuran tersebut, maka 

dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 

sesuai dengan perhitungan terbaru LKPP RI, dari target semula pada 
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dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 sebesar 97% menjadi target 

nilai 70 dengan kategori Baik. 

3.3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan 

 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan target untuk Indeks tata kelola 

pengadaan sebesar 70 dan didapatkan realisasi sebesar 94,15.  Dengan 

persentase capaian sebesar 134,50%. Dimana nilai ini termasuk pada kategori 

keberhasilan sangat baik. Realisasi ITKP sebesar 94,15 di tahun 2025 diukur 

berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam SE Kepala LKPP Nomor 5 

tahun 2025.  

 

Tabel III-2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

1. Indeks Tata Kelola 

Pengadaan 

70 94,15 134,50  

 

Gambar III-2 Penilaian Finas Indeks Tata kelola Pengadaan tahun 2025 Provinsi 

Sumatera Barat 
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3.3.1.3 Perbandingan antara realisasi pencapaian ITKP dengan 

pencapaian ITKP tahun sebelumnya  

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 

Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terdapat peningkatan nilai realisasi ITKP  dari 

91,80 menjadi 94,15. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi ITKP pada 

tahun 2025 mencapai nilai 94,15. Capaian tersebut telah melampaui target ITKP 

tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70 sesuai dengan perubahan PK pada 

tahun 2025. Untuk tahun 2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan 

target nilai ITKP sesuai dengan Renstra 2025-2030 adalah 71. 

Indikator dan formula penilaian ITKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik 

Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang 

sebelumnya diukur sampai dengan Tahun 2024, juga digunakan untuk Tahun 

2025, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 Penilaian Indeks Tata 

Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi 

Birokrasi Tahun 2025. 

Berdasarkan SE Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2025, indikator penilaian Indeks 

Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik adalah sebagai berikut: 
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Dengan capaian nilai ITKP sebesar 94,15 ini,  kinerja tata kelola pengadaan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya telah memenuhi standar 

nasional, tetapi juga berada pada kategori Sangat Baik. 

 

Tabel berikut menggambarkan capaian masing-masing indikator pembentuk 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat. Secara umum terdapat peningkatan capaian pada 

Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, terutama pada indikator Pemanfaatan 

Sistem Pengadaan, sementara indikator lainnya relatif stabil dan telah mencapai 

nilai maksimal. 

Tabel III-3 Perbandingan Capaian ITKP Tahun 2024 dan 2025 

Indikator 

Bobot Nilai Max Pencapaian 

% % 2024 2025 

Indikator Kualifikasi & 
Kompetensi SDM PBJ 

30 30 26.87 26.87 

Indikator Tingkat 
Kematangan UKPBJ 

40 40 40 40 

Indikator Pemanfaatan 
Sistem Pengadaan 

30 30 24.93 27.28 

- SiRUP 10 10 10 10 

- E-Purchasing 4 4 0 2.35 

- E-Tendering 5 5 5 5 

- non e-tendering , non e-
Purchasing 

5 5 4.21 4.21 

- Toko Daring 1 1 1 1 

- e-Kontrak 5 5 4.72 4.72 

Terjadi peningkatan nilai pada Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dari 

24,93 pada Tahun 2024 menjadi 27,28 pada Tahun 2025 atau meningkat 

sebesar 2,35 poin. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan 

pada sub-indikator E-Purchasing, yang pada Tahun 2024 belum menunjukkan 

capaian (0), kemudian meningkat menjadi 2,35 pada Tahun 2025. 

Peningkatan ini merupakan dampak dari kebijakan kewajiban penggunaan e-

purchasing sebagai salah satu strategi pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Implementasi 

kebijakan tersebut mendorong perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan 
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pemanfaatan katalog elektronik dalam proses pengadaan, sehingga 

berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai indikator pemanfaatan 

sistem pengadaan secara keseluruhan. 

Selain itu, sub-indikator lain seperti E-Tendering, non e-tendering/non e-

purchasing, Toko Daring, dan e-Kontrak relatif stabil, sehingga kenaikan 

agregat indikator lebih dominan berasal dari peningkatan penggunaan e-

purchasing. 

3.3.1.4 Perkembangan nilai ITKP dengan tahun sebelumnya 

 

Tabel III-4 Perkembangan nilai ITKP dari tahun 2021-2025 

No Tahun Nilai ITKP Kategori* Keterangan 

1 2021 48,91 Kurang 
Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 
2021 

2 2022 73,70 Baik 
Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 
2021 

3 2023 84,74 Baik 
Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 
2021 

4 2024 91,80 Sangat Baik 
Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 
2021 

5 2025 94,15 Sangat Baik 
Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 
2025 

Dalam rangka meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 

Baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut : 

a. Dalam rangka mendorong capaian indikator pemanfaatan sistem 

pengadaan telah dilaksanakan: 

1) Pendampingan kepada OPD melalui kunjungan langsung Kepala 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Kepala Bagian dan staf 

terkait dalam rangka meningkatkan SDM pengadaan barang dan 

jasa pada Perangkat Daerah. 

2) Melakukan monitoring berkala terhadap capaian Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Minimal Baik pada OPD baik melalui surat maupun 

pertemuan langsung. 
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3) Melakukan penugasan PIC (Person In Charge) atau Penanggung 

Jawab untuk masing-masing OPD terkait permasalahan lingkup 

pengadaan barang dan jasa sehingga lebih memudahkan koordinasi 

serta percepatan penangan permasalahan. 

b. Dalam rangka mendorong capaian indikator kualifikasi dan kompetensi 

SDM PBJ telah dilakukan pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa 

pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin melalui Pelatihan 

Kantor Sendiri (PKS), kegiatan bimbingan teknis BARAJA PBJ setiap 

bulannya, maupun pengiriman fungsional PPBJ untuk mengikuti diklat 

yang dilaksanakan oleh berbagai pihak; 

c. Dalam rangka mendorong capaian indikator tingkat kematangan 

UKPBJ telah dilakukan penyusunan SOP dan pengembangan aplikasi 

pendukung pengadaan barang dan jasa diantaranya aplikasi Sistem 

Informasi Pengendalian (SIPEDAL) PBJ dan Sistem Administrasi 

Pengalaman Penyedia (SATALI).  

3.3.1.5 Perbandingan nilai ITKP dengan Standar Nasional 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 

menempati peringkat 3 dengan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 

sebesar 94,15 dan predikat “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan kinerja 

pengelolaan pengadaan barang/jasa yang sangat kuat, baik dari sisi 

pemanfaatan sistem maupun aspek kelembagaan dan sumber daya 

manusia. 

Pada komponen sistem pengadaan, nilai SRUP mencapai 10,00 dan 

E-Tendering 5,00 yang menunjukkan optimalisasi perencanaan dan 

pelaksanaan tender secara elektronik. Nilai Non e-Tendering/Non e-

Peringkat Nama Instansi SIRUP e-Tendering

Non e-

Tendering/ Non 

e-Purchasing
e-Katalog Toko Daring e-Kontrak

Indikator 

Pemanfaatan 

Sistem 

Pengadaan

Indikator 

Kualifikasi dan 

Kompetensi 

SDM PBJ

Indikator 

Tingkat 

Kematangan 

UKPBJ

Skor ITKP Predikat

1
Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat
10.00 5.00 5.00 3.61 1.00 4.74 29.35 29.10 40.00 98.45 Sangat Baik

2
Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali
10.00 5.00 4.88 3.94 1.00 4.99 29.81 27.39 40.00 97.21 Sangat Baik

3
Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat
10.00 5.00 4.21 2.35 1.00 4.72 27.28 26.87 40.00 94.15 Sangat Baik

4

Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan 

Selatan

10.00 4.93 0.00 3.78 1.00 4.04 23.75 30.00 40.00 93.75 Sangat Baik

5
Pemerintah Daerah 

Provinsi Banten
10.00 5.00 3.99 3.42 1.00 4.13 27.54 26.09 40.00 93.63 Sangat Baik
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Purchasing sebesar 4,21, E-Katalog 2,35, Toko Daring 1,00, serta e-

Kontrak 4,72 menggambarkan bahwa transformasi digital pengadaan telah 

berjalan cukup baik dan relatif merata di berbagai metode. 

Dari sisi indikator pemanfaatan sistem pengadaan, diperoleh nilai 

27,28, yang menunjukkan tingkat penggunaan aplikasi pengadaan yang 

tinggi dan konsisten. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong 

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengadaan. 

Sementara itu, indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 

sebesar 26,87 serta indikator Kematangan UKPBJ sebesar 40,00 

menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya 

manusia sudah berada pada level yang sangat baik. Kombinasi kinerja 

sistem dan kelembagaan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong 

perolehan skor ITKP 94,15 dengan predikat “Sangat Baik”. 

3.3.1.6 Hambatan Peningkatan Kinerja 

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target,  

● Perubahan regulasi yang cepat sehingga perlu pemahaman yang 

sama antar pelaku pengadaan. 

● Masih terdapat perangkat daerah yang menyusun Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) belum sesuai dengan kondisi seharusnya. 

● Kurangnya komitmen OPD dalam proses pelaksanaan kegiatan 

terhadap perencanaan yang sudah dientri pada aplikasi SiRUP. 

● Masih belum disiplinnya SDM pengadaan barang dan jasa dalam 

menyelesaikan paket pengadaan melalui aplikasi SPSE. 

● Pengembangan apliakasi e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, hal ini 

menyebabkan perubahan cara kerja pelaku pengadaan barang dan 

jasa baik yang berada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, 

Perangkat Daerah maupun Penyedia Barang dan Jasa. 

3.3.1.7 Upaya Peningkatan Kinerja 

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan 

(ITKP), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan tata kelola 
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pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence), melalui 

peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ, penyempurnaan 

standar operasional prosedur (SOP) pengadaan, serta optimalisasi 

fungsi layanan pengadaan terintegrasi. 

2. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, 

dengan mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana 

Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai 

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan 

reviu dan pendampingan perencanaan pengadaan. 

3. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, 

melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE), e-Katalog, dan aplikasi pendukung lainnya, guna 

menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses 

pengadaan. 

4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia 

pengadaan, melalui fasilitasi sertifikasi, bimbingan teknis, 

pendampingan, serta penguatan peran pelaku pengadaan barang 

dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

5. Penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

pengadaan, dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk identifikasi 

potensi permasalahan serta pemberian rekomendasi perbaikan 

kepada Perangkat Daerah. 

6. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan 

barang dan jasa, melalui sosialisasi kebijakan pengadaan terkini, 

penyampaian rekomendasi hasil evaluasi, serta koordinasi dengan 

pemangku kepentingan terkait. 

7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan 

jasa, dengan memastikan keterbukaan informasi pengadaan serta 

ketersediaan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam 

penilaian ITKP. 
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3.3.1.8 Analisa efesien penggunaan sumber daya 

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah 

Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut: 

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐄𝐟𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐢 = 
( 1,329,038,566  𝑥 95,70%)− 1,291,526,280 

1,329,038,566
𝑥 100% 

                = -0.97 

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi 

menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini: 

Nilai efisiensi  = 50% + (
−0.97

20
)𝑥 50 

             = -192.94% 

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 

0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. 

Analisa Program Kegiatan 

Untuk tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan 

Pengadaan Barang dan Jasa dengan 24 Kegiatan,  sebagai berikut :   

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 

2. Pengamanan Barang milik daerah SKPD; 

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

6. penyediaan bahan logistik kantor; 

7. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

8. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; 

9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

10. Pengadaan Mebel; 

11. Penyediaan jasa surat menyurat; 

12. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor; 
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13. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan 

kendaraan dinas operasional atau lapangan; 

14. Pemeliharaan Mebel 

15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

16. Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa; 

17. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

18. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

19. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik; 

20. Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa; 

21. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; 

22. Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa; 

23. Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa; 

24. Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang 

dan jasa; 

 

Pencapaian realisasi fisik dan keuangan atas program dan kegiatan yang 

telah dialokasikan dalam DPA SKPD  Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 

• Target Fisik sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95.7% 

• Target Keuangan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 97.18% 

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam 

pelaksanaan dan realisasi 24 subkegiatan sebagaimana tercantum dalam 

DPA Tahun Anggaran 2025. Terdapat sisa anggaran sebesar 

Rp37.512.286,00 yang berasal dari beberapa komponen belanja, yaitu 

Belanja Modal, belanja honorarium narasumber, belanja makan dan minum 

rapat, serta belanja pelatihan dan pemeliharaan mainframe. 

Sisa anggaran pada Belanja Modal serta belanja makan dan minum rapat 

merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun sisa anggaran 

pada belanja honorarium narasumber disebabkan oleh penggunaan 

narasumber yang berasal dari internal OPD, sehingga pembayaran 

honorarium hanya dapat direalisasikan sebesar 50% sesuai ketentuan 

yang berlaku. Sementara itu, belanja pemeliharaan mainframe tidak 
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direalisasikan karena selama tahun anggaran berjalan tidak terdapat 

kerusakan pada perangkat mainframe yang memerlukan pemeliharaan. 

3.3.1.9 Capaian Kinerja  

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2025 adalah 

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan 

dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, 

akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara 

cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama 

program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran RB 2020 – 2025 adalah: 

a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 

b) Birokrasi yang Kapabel; dan 

c) Pelayanan Publik yang Prima. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020 – 2025, pelaksanaan RB terbagi atas tiga tingkatan, yaitu 

makro, meso dan mikro. Dimana pada Tingkat meso terkait pengadaan 

barang dan jasa diterjemahkan dalam bentuk Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Minimal Baik. 

Capaian untuk tahun 2025 Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025 mempunyai indikator sebagai berikut : 

Tabel III-5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Target 
Renstra 

% Renstra 

1. Indeks Tata Kelola 
Pengadaan 

70 94,15 134,50 70 134,50 

Jika dilakukan perbandingan antara target dan realisasi ITKP 

didapatkan nilai persentase sebesar  134,5% 

 

Capaian kinerja 2025   = 94,15 x 100% 

                70 

      = 134,5% 
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Capaian target akhir Renstra = 94,15  x  100 % 

            70 

         = 134,5% 

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja indikator Indeks Tata 

Kelola Pengadaan pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat 

optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 70, realisasi yang dicapai 

mencapai 94,15 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 134,50%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan telah 

melampaui target yang direncanakan secara signifikan. 

Jika dibandingkan dengan target Renstra yang juga sebesar 70, 

realisasi kinerja tahun ini tetap berada jauh di atas sasaran jangka 

menengah dengan tingkat capaian terhadap Renstra sebesar 134,50%. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan tata kelola 

pengadaan yang dilakukan telah berjalan efektif, baik melalui penguatan 

kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, 

pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, maupun peningkatan 

fungsi pembinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah. 

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Tata 

Kelola Pengadaan (ITKP) adalah 134,5% dari target 2025 dan tercapai 

134,5% dari target Renstra. 

Selain itu Apabila dilihat dari trend kinerja terhadap sasaran ini dari 

tahun 2021 s.d 2025, terdapat peningkatan dari indikator kinerja ini : 

Tabel III-6 Trend Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja 
Tahun 2021-2025 

Indikator Target Realisasi % Capaian 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

70 73 70 70 73,7 84,74 91,80 94,15 105,29 116,1 96,63 134,50  

 
Dari Tabel III-6 Trend Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator 

Kinerja Tahun 2021-2025 diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang 

digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat di 
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penuhi dengan tingkat capaian 134,50% (Sangat Baik). Jika dibandingkan 

dengan trend realisasi dari tahun 2021 sampai 2025 indeks tata kelola 

pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang ditetapkan 

setiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram III-1 Trend Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 

2021-2025 

 

3.3.2 Sasaran Strategis 2   

 

SASARAN STRATEGIS 2 

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 

INDIKATOR : NILAI AKUNTABILITAS KINERJA OPD 

3.3.2.1 Capaian Kinerja  

Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi yang baik diperlukan 

dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalan organisasi, 

baik pengelolaan secara internal maupun eksternal. Untuk melihat 

keberhasilan akuntabilitas kinerja organisasi tersebut maka ditetapkan 

sasaran strategis. Gambaran pencapaian sasaran strategis tersebut dilihat 

berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja 

sebelumnya yang diukur melalui satu (1) indikator nilai evaluasi 

akuntabilitas kinerja dengan nilai dan capaian pada tahun 2025. 
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Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh 

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan menilai beberapa komponen 

dasar manajemen kinerja yaitu : 

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % 

2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 % 

3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 % 

4. Evaluasi Internal dengan bobot 25 % 

Dengan hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen tersebut 

memberikan gambaran tingkat LAKIP dengan predikat penilaian. 

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ 

tahun 2025 adalah sebesar BB (70) pada Perjanjian Kinerja (PK). Dimana 

nilai ini terjadi perubahan yang awal B(66,32) diganti menjadi BB(70) 

berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat 

Daerah tahun 2024 dengan Biro Organisasi untuk menyamakan target 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ dengan Renstra. 

Hasil Evaluasi Sakip Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat 

berdasarkan komponen penilaiannya terlihat pada tabel berikut : 

Tabel III-7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

 
No Perencanaan 

Kinerja (30%) 

Pengukuran 

Kinerja (30%) 

Pelaporan 

Kinerja (15%) 

Evaluasi 

internal (25%) 

Hasil Evaluasi  

Nilai Kategori 

1. 24,43 21,68 11,07 13,67 70,85 BB 

Sumber Data : LHE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 

Jika dilakukan perbandingan antara target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 

dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel III-8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 
 

N
o 

Indikator Kinerja Target Realisasi  % 
Capaian 

Target 
Renstra 

% Capaian 
Renstra 

1
. 

Nilai Evaluasi 
Akuntabilitas 

Kinerja 

BB (70) BB (70,85) 101,21 BB (70) 101,21 

Sumber Data : LHE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 

Dasar Perhitungan : 

Realisasi  : Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ  

% Capaian  =  Realisasi   x 100 % 
       Target 

=  70,85  x 100 % 
          70   
   = 101,21 % 
  
Realisasi Akhir Renstra = Nilai Akuntabilitas Kinerja  
% Capaian  =  Realisasi   x 100 % 
       Target 

=  70,85  x 100 % 
          70 
   = 101,21 % 

 

Dari perhitungan diatas pencapaian target indikator kinerja Nilai 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ pada tahun 2025 adalah sebesar 

101,21% dari target yang ditetapkan yaitu BB (70) dengan realisasi yang 

dicapai adalah BB (70,85). Capaian nilai akuntabilitas ini telah melebihi dari 

target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Baik dengan 

predikat BB. 

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator Nilai Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang baik dan 

telah memenuhi target yang ditetapkan. Target kinerja ditetapkan pada 

kategori BB dengan nilai 70, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 

kategori BB dengan nilai 70,85. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja 

mencapai 101,21%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang 

direncanakan. 

Apabila dibandingkan dengan target Renstra yang juga berada pada 

kategori BB (70), capaian tahun ini menunjukkan persentase yang sama 

yaitu 101,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja akuntabilitas 
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organisasi tidak hanya mampu memenuhi target tahunan, tetapi juga telah 

melampaui sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan strategis. 

3.3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Tabel III-9 Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Berdasarkan Kriteria Penilaian 

Kiriteria  Penilaian 
Tahun 

2024 2025 

Perencanaan Kinerja (30%) 23.51 24,43 

Pengukuran Kinerja (30%) 18.89 21,68 

Pelaporan Kinerja (15%) 9.13 11,07 

Evaluasi internal (25%) 13.17 13,67 

Hasil Evaluasi  
Nilai 64.70 70,85 

Kategori B BB 

 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil evaluasi kinerja mengalami 

peningkatan dari 64,70 pada Tahun 2024 dengan kategori B menjadi 70,85 

pada Tahun 2025 dengan kategori BB, atau meningkat sebesar 6,15 poin. 

Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada hampir seluruh komponen 

penilaian. Aspek Perencanaan Kinerja meningkat dari 23,51 menjadi 24,43, 

yang didorong oleh perbaikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja 

seperti Renstra, IKI, IKU, RKT, PK, dan SKP dimana pada Tahun 2025 tidak 

hanya disusun oleh pejabat struktural, tetapi telah diterapkan kepada 

seluruh ASN termasuk staf, sehingga keselarasan antara kinerja individu 

dan organisasi menjadi lebih baik. 

Pada aspek Pengukuran Kinerja, nilai meningkat cukup signifikan dari 

18,89 menjadi 21,68, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan penilaian Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) yang dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan dan 

mekanisme data kinerja tersebut telah dituangkan pada SOP Pengukuran 

dan Pengumpulan data kinerja dimana pelaksanaannya telah dilakukan 

secara berkala pertriwulan dari level staf sampai pimpinan, sehingga 

kualitas pengukuran kinerja menjadi lebih tertib dan akuntabel. Selanjutnya 

pada aspek Pelaporan Kinerja, terjadi peningkatan dari 9,13 menjadi 11,07 

karena perubahan mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan 

secara tahunan menjadi pelaporan secara berkala, telah diriviu, telah 

disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui website Biro 

pengadaan barang dan jasa, sehingga proses monitoring dan pengendalian 
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capaian kinerja dapat dilakukan lebih berkala dan responsif. Sementara itu, 

aspek Evaluasi Internal juga mengalami peningkatan dari 13,17 menjadi 

13,67 salah satunya karena pemantauan capaian kinerja internal telah 

dituangkan dalam laporan monev/notulen rapat secara berkala yang 

memuat target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong dan penghambat, 

serta saran perbaikan dan telah dilaporkan secara berjenjang sampai level 

eselon IV. 

Secara keseluruhan, peningkatan pada setiap komponen tersebut 

menunjukkan adanya perbaikan sistem manajemen kinerja yang lebih 

komprehensif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang 

berdampak pada meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja organisasi dan 

kenaikan kategori penilaian dari B menjadi BB. 

 

Jika dilakukan perbandingan capaian nilai evaluasi kinerja dengan 

target tahun lalu dapat ditampilkan pada gambar diagram berikut : 

 

Diagram III-2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro PBJ 

Dari diagram diatas dapat dilihat terjadi peningkatan terhadap 

pencapaian nilai Evaluasi Kinerja Biro PBJ jika dibandingkan dengan 

capaian pada tahun 2024. Pada tahun ini Biro PBJ dapat mencapai target 

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat kenaikan 6,15 poin 

nilai evaluasi kinerja dari capaian nilai pada tahun sebelumnya. 
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3.3.2.3 Upaya Peningkatan Kinerja 

● Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 untuk mencapai sasaran 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang di ukur melalui 

indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  antara lain:  

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja hingga level 

individu. 

2. Melakukan penyusunan anggaran kegiatan berdasarkan kinerja 

(anggaran berbasis kinerja) yang telah ditetapkan pada Renstra tahun 

2021-2026. 

3. Menetapkan target pada RKT dan PK selaras dengan target pada 

Renstra. 

4. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan rencana strategis, PK dan 

pemantauan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang. 

 

3.3.2.4 Hambatan Peningkatan Kinerja 

● Kendala dan Faktor Penghambat dalam meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Sumatera Barat, antara lain:  

1. Belum memadainya jumlah SDM yang memiliki pemahaman terkait 

peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

2. Pemantauan evaluasi kinerja belum optimal. 

3. Pelaksanaan implementasi dari rekomendasi hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja belum optimal. 

4. Peranan Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan 

pemantauan capaian kinerja belum optimal. 

5. Pemahaman dan kepedulian serta komitmen pegawai yang masih 

kurang dalam rangka mencapai target kinerja yang direncanakan. 
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3.3.3 Sasaran Strategis 3 

 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI 

INDIKATOR : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN 

ORGANISASI   

 

3.3.3.1 Capaian Kinerja  

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Bab I 

pasal 1  menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut 

mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah 

kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa 

publik, maupun barang publik. 

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan 

publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang 

diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik 

menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik. Oleh 

karena itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 

“meningkatnya kualitas pelayanan publik” sebagai sasaran ketiga untuk 

mencapai tujuan “Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan 

Aparatur Yang Melayani”.  

Pelayanan adalah indikator utama keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari pelayanan adalah 

kepuasan bagi publik selaku penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

survei yang terukur dan terintegrasi secara digital untuk melihat sejauh 

mana manfaat pelayanan dirasakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut Provinsi Sumatera Barat melalui Biro 

Organisasi meluncurkan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (Sepakat), 

yang dapat diakses oleh seluruh warga Sumbar melalui situs 



17 2025 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa  Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

 
 

sepakat.sumbarprov.go.id. SEPAKAT merupakan aplikasi terintegrasi untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Lingkup 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Melalui aplikasi ini, siapa pun dapat menyampaikan penilaian kualitas 

pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta 

menyampaikan saran dan kritikan langsung. Hal ini merupakan wujud 

komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan publik 

Survei Kepuasan Masyarakat bermanfaat untuk memberi kesempatan 

bagi masyarakat untuk menilai pelayanan yang ada pada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat. Melalui SEPAKAT, masyarakat bisa 

menyampaikan pendapat dan saran agar layanan menjadi lebih baik. Hasil 

survei membantu instansi memperbaiki kekurangan, membuat pelayanan 

lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Teknik pengumpulan data diambil dengan instrumen berupa kuesioner 

online dengan jawaban tertutup yang dapat diakses melalui situs 

sepakat.sumbarprov.go.id dengan tampilan sebagai berikut : 

 

Gambar III-3 Tangkapan Layar Aplikasi Sepakat 
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Unsur pelayanan yang menjadi penilaian antara lain : 
1. Persyaratan 

2. Prosedur  

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya/tarif 

5. Produk Layanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Prasarana. 

Hasil perhitungan akan direkap dan akan didapatkan nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat pada OPD dengan memperhatikan rentang nilai 

sebagai berikut : 

Tabel III-10 Nilai Interval Konversi 

 
 

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Organisasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel III-11 Hasil survey Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 
2025 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2 Perbandingan Capaian Terhadap Target Renstra 

Perbandingan antara target nilai Tingkat Kepuasan terhadap 

Pelayanan Organisasi dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel III-12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025 

 

N

o 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

%  

Capaian 

 

Target 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 

1

. 

Tingkat Kepuasan terhadap 

Pelayanan Organisasi 

B (80) 83 103,75 B (80) 103,75 

 

Dasar Perhitungan : 

Realisasi  : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi   

% Capaian  =  Realisasi   x 100 % 
       Target 

=  83  x 100 % 
       80 
   =  103,75 % 
 
 
Realisasi Akhir Renstra : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan 

Organisasi    
% Capaian  =  Realisasi   x 100 % 
       Target 

=  83  x 100 % 
       80 
   =  103,75 % 
 

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 

sasaran strategis adalah sebesar 103,75%. Pencapaian Tingkat Kepuasan 

terhadap Pelayanan Organisasi ini telah melebihi dari target yang 

ditetapkan yaitu target nilai 80. Dan capaian kinerja ini dikategorikan ke 

dalam capaian mutu pelayanan kategori B (Baik). 

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator Tingkat Kepuasan 

terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun berjalan menunjukkan hasil 

yang baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja 

berada pada kategori B dengan nilai 80, sedangkan realisasi yang dicapai 

sebesar 83 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 103,75%. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

organisasi telah berada di atas standar yang direncanakan. 
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Jika dibandingkan dengan target Renstra yang juga ditetapkan pada 

kategori B (80), realisasi tahun ini menunjukkan capaian yang sama yaitu 

sebesar 103,75%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja 

pelayanan organisasi tidak hanya mampu memenuhi target tahunan, tetapi 

juga telah melampaui sasaran jangka menengah yang telah direncanakan 

dalam dokumen strategis. 

3.3.3.3 Capaian Kinerja Di Bandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 

Jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun lalu dapat dilihat pada 

grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram III-3 Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi 

Capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Biro PBJ 

tahun 2025 dengan nilai 103,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 

2024 dengan nilai 92,32% capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan 

Organisasi Biro PBJ meningkat sebesar 11,43 %. 

Capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2025 mencapai 103,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 

2024 sebesar 92,32%, terjadi peningkatan sebesar 11,43%. Peningkatan 

tersebut tidak hanya mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan metode pengukuran yang 

digunakan pada kedua tahun tersebut. 
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Tabel III-13 Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2024, survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara 

mandiri oleh Biro PBJ melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form 

kepada masyarakat/pengguna layanan yang berkunjung ke LPSE. 

Instrumen penilaian disusun internal dengan variabel seperti kemudahan 

prosedur, kesesuaian persyaratan, profesionalisme petugas, kecepatan 

pelayanan, hingga fasilitas sarana dan prasarana, dengan hasil 

sebagaimana pada tabel lampiran pertama (nilai rata-rata 92,32). Metode 

ini bersifat spesifik unit kerja sehingga ruang lingkup responden dan standar 

penilaian masih terbatas pada persepsi pengguna layanan langsung Biro 

PBJ. 

Sementara itu, pada tahun 2025 pengukuran tingkat kepuasan 

dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT yang digunakan secara terintegrasi 

oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. Instrumen penilaian pada aplikasi tersebut telah distandarkan, 

meliputi unsur pelayanan sesuai ketentuan nasional seperti persyaratan, 

prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku 

pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Dengan 

sistem yang terintegrasi, jumlah responden lebih representatif (219 

responden) serta proses pengolahan data lebih objektif dan terukur, 

menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83 

(kategori Baik) yang kemudian dikonversi menjadi capaian kinerja 103,75%.  

Dengan demikian, kenaikan capaian tahun 2025 dibandingkan tahun 

2024 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu (1) adanya peningkatan 
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kualitas pelayanan yang tercermin dari persepsi masyarakat, dan (2) 

penggunaan metode survei yang lebih terstandar, terintegrasi, dan memiliki 

cakupan responden yang lebih luas melalui aplikasi SEPAKAT. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pelayanan yang dilakukan 

Biro PBJ telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan pengguna 

layanan. 

3.3.3.4 Upaya Peningkatan Kinerja 

● Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang di ukur melalui 

indikator kinerja pada Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan 

Organisasi  antara lain :  

1. Memberikan pelayanan prima.  

2. Memastikan seluruh layanan sudah sesuai dengan SOP. 

3. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana. 

4. Penambahan petugas pelayanan. 

5. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM (petugas pelayanan). 

6. Melakukan inovasi seperti memberikan pelayanan tambahan di luar 

hari kerja (pelayanan pada Car Free Day). 

3.3.3.5 Hambatan Peningkatan Kinerja 

● Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target untuk 

meningkatkan Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, antara lain:  

1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengisi survey kepuasan. 

2. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut adaptasi berkelanjutan. 

3. Belum optimalnya sosialisasi terhadap pengadaan barang dan jasa 

kepada masyarakat. 

4. Perbedaan tingkat pemahaman perangkat daerah terkait regulasi dan 

proses pengadaan. 

3.4 Realisasi Anggaran  

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai 

dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2025. Dari 2 (dua) Program, 

10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yang telah 

ditetapkan pada tahun 2025 melalui APBD telah dialokasi anggaran 
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sebesar Rp Rp. 1.329.038.566,00 dan pada akhir tahun 2025 Biro PBJ telah 

melakukan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.291.526.280,- dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel III-14 Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Tahun 2025 

 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Target Realisasi % 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Provinsi 

993,613,566 993,613,566 984,255,780 99.06 

1.1 
Perenanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1,020,000 1,020,000 1,008,000 98.82 

1.1.1 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

1,020,000 1,020,000 1,008,000 98.82 

1.2 
Administrasi Barang Milik daerah pada 
Perangkat Daerah 

16,500,000 16,500,000  16,480,000 99.88 

1.2.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 16,500,000 16,500,000 16,480,000 99.88 

1.3 
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

10,000,000 10,000,000  8,670,000 86.7 

1.3.1 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

10,000,000 10,000,000 8,670,000 86.7 

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 647,704,532 647,704,532 646,391,331 99.8 

1.4.1 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

0 0  0 0 

1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,115,000 5,115,000 4,884,000 95.48 

1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53,642,300 53,642,300 52,643,284 98.14 

1.4.4 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

7,588,000 7,588,000 7,587,915 100 

1.4.5 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

581,359,232 581,359,232 581,276,132 99.99 

1.5 
Pengadaan BMD Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

31,410,900 31,410,900 25,863,999 82.34 

1.5.1 Pengadaan Mebel 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 

1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30,410,900 30,410,900 24,863,999 81.76 

1.6 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

200,008,134 200,008,134 200,008,134 100 

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 370,000 370,000 370,000 100 

1.6.2 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

199,638,134 199,638,134 199,638,134 100 

1.7 
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

86,970,000 86,970,000 85,834,316 98.69 

1.7.1 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

62,340,000 62,340,000 61,499,316 98.65 

1.7.2 Pemeliharaan Mebel 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 

1.7.3 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

23,630,000 23,630,000 23,335,000 98.75 

2 
Program Kebijakan dan Pelayanan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

335,425,000 335,425,000 307,270,500 91.71 

2.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 54,785,000 54,785,000 54,752,000 99.94 
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2.1.1 
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang 
dan Jasa 

48,685,000 48,685,000 48,663,000 99.95 

2.1.2 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

3,660,000 3,660,000 3,649,000 99.7 

2.1.3 
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

2,440,000 2,440,000 2,440,000 100 

2.2 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik 

216,660,000 216,660,000 201,575,000 91.71 

2.2.1 
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik 

214,220,000 214,220,000 199,139,000 92.96 

2.2.2 
Pengembangan Sistem Informasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1,220,000 1,220,000 1,220,000 100 

2.2.3 
Pengelolaan Informasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1,220,000 1,220,000 1,216,000 99.67 

2.3 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

63,980,000 63,980,000 50,943,500 80.17 

2.3.1 
Pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang dan Jasa 

10,210,000 10,210,000 6,890,000 67.48 

2.3.2 
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

44,150,000 44,150,000 35,427,000 80.24 

2.3.3 
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau 
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan 
Jas 

9,620,000 9,620,000 8,626,500 89.67 

Total Anggaran 1,329,038,566 1,329,038,566 1,291,526,280 97.18 

 

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam 

pelaksanaan dan realisasi 24 subkegiatan sebagaimana tercantum dalam 

DPA Tahun Anggaran 2025. Terdapat sisa anggaran sebesar 

Rp37.512.286,00 yang berasal dari beberapa komponen belanja, yaitu 

Belanja Modal, belanja honorarium narasumber, belanja makan dan minum 

rapat, serta belanja pelatihan dan pemeliharaan mainframe. 

Sisa anggaran pada Belanja Modal serta belanja makan dan minum 

rapat merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun sisa 

anggaran pada belanja honorarium narasumber disebabkan oleh 

penggunaan narasumber yang berasal dari internal OPD, sehingga 

pembayaran honorarium hanya dapat direalisasikan sebesar 50% sesuai 

ketentuan yang berlaku. Sementara itu, belanja pemeliharaan mainframe 

tidak direalisasikan karena selama tahun anggaran berjalan tidak terdapat 

kerusakan pada perangkat mainframe yang memerlukan pemeliharaan 
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3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Efisiensi tidak dijelaskan per sasaran kinerja dikarenakan pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa  Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara bersamaan mendukung sasaran 

Meningkatnya tata kelola Pengadaan barang dan Jasa Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja organisasi , dan meningkatnya kualitas pelayanan 

organisasi. 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan efisiensi 

anggaran secara optimal dalam peningkatan sumber daya manusia tanpa 

mengurangi kualitas kinerja. Efisiensi dilakukan melalui penyelenggaraan 

pelatihan peningkatan kompetensi pengadaan barang dan jasa secara 

daring, sehingga mampu menekan biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan 

sewa tempat. 

Selain itu, pengendalian belanja operasional juga dilakukan dengan 

pengurangan anggaran makan dan minum rapat. Dalam pelaksanaan rapat 

internal, kegiatan sering dilaksanakan tanpa penyediaan makan dan minum 

rapat serta lebih mengutamakan metode virtual atau pertemuan sederhana 

sesuai ketentuan. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap 

pengelolaan anggaran yang hemat, efektif, dan tetap berorientasi pada 

peningkatan profesionalisme SDM. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat  Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, 

yakni: 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang 

tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana mana 

ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 

Tahun 2022 telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan 

LKj tahun ketiga dari Renstra SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. 

3. Pada Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ditetapkan 3 (tiga) sasaran 

strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.  

4. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan  dalam PK  Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, hasil 

pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut menunjukan rata-

rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 113,15% dengan katagori 

Sangat Baik. 

5. Secara umum pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah baik.  Hal ini 

disebabkan oleh karena : 

a. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Gubernur, Sekretaris 

Daerah dan beserta seluruh pejabat fungsional/staf Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat.  
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b. Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa 

c. Meningkatkan pelayanan organisasi terhadap masyarakat/stakeholder. 

 

6. Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025, Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah 

melakukan berbagai upaya tindak lanjut serta langkah-langkah yang diambil 

sebagai berikut : 

a. Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh OPD Nomor 

1014 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

b. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pada 

tahun anggaran 2026  

c. Dilakukan pengaturan sistem kerja berupa SOP dan pembagian tugas, 

serta dilakukan sosialisasi kepada petugas pelayanan 

d. Mendorong seluruh PPK OPD untuk mengikuti Diklat Kompetensi PPK 

ataupun Diklat PBJ Lainnya. 

e. Memprioritaskan metode pemilihan menggunakan e-purchasing pada 

pengadaan barang dan jasa. 

f. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri dan kegiatan bimbingan teknis 

BARAJA PBJ dalam rangka peningkatan sumber daya pengelola 

pengadaan barang dan jasa. 

g. Melakukan penugasan PIC (Person In Charge) atau Penanggung 

Jawab untuk masing-masing OPD terkait permasalahan lingkup 

pengadaan barang dan jasa sehingga lebih memudahkan koordinasi 

serta percepatan penangan permasalahan. 

4.2 Saran  

1. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal 

Baik Provinsi Sumatera Barat maka kedepannya Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan menargetkan 

Peningkatan Skor ITKP dengan cara memaksimalkan pemanfaatan E-

Purchasing di seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera 

Barat. 
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2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik. Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa akan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 

dengan cara berkoordinasi dengan Biro Umum. 

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi seluruh 

pegawai secara berjenjang setiap Bulan atau Triwulan. Meningkatkan 

Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 

sehingga capaian kinerja bisa tercapai sesuai target serta menyimpan dan 

mendokumentasikan semua dokumen evaluasi dan pelaporan terkait 

Akuntabilitas Kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 

Padang,    Januari 2026 
KEPALA BIRO 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 
 
 
 
 

CERRY M. ST. MM 
NIP. 19761016 200812 1 001 

 
 



 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

  



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
Tugas Pokok : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan 
secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan 
Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 

b. Penyiapan pengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 
Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

(IKU) 

FORMULA PENGHITUNGAN Baseline 
Sumber 

Data 

1 Meningkatnya 
tata kelola 
pengadaan 
barang dan 
jasa 

Indeks Tata 
Kelola 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 
Minimal 
Baik 

Indeks Tata Kelola Pengadaan 
Barang dan Jasa Minimal Baik = 
Indikator Kualifikasi & 
Kompetensi SDM PBJ (bobot 30%) 
+ Indikator Tingkat Kematangan 
UKPBJ (bobot 40%) + Indikator 
Pemanfaatan Sistem Pengadaan 
(bobot 30%). 

70 Biro PBJ 
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RENCANA KERJA TAHUNAN 

 

Nama OPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Sumbar 
 

Tahun : 2025 
 

 

N
o 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya Tata Kelola 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Indeks Tata kelola Pengadaan 
Minimal Baik  

 
70 
 

2 Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Organisasi 
 

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD  
70 

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Organisasi 

Tingkat Kepuasan terhadap 
Pelayanan Organisasi 

 
80 

 

Padang,    Januari 2025 

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
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